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Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi bagian humas dalam
melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini
diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan fungsi humas dalam melaksanakan
kegiatan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah di Seketariat Daerah Kabupaten
Ketapang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan
dokumentasi terkait menjalankan komunikasi pemerintahan di Seketariat Daerah belum optimal. Bagian Humas
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang harus memperbaiki berbagai dimensi antara lain menetukan masalah,
perencanaan program, berkomunikasi dan mengevaluasi program agar bagian humas dalam melaksanakan
fungsinya dapat berjalan optimal. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain menambah
Anggaran humas, meningkatkan fasilitas dan alat media dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan
dokumentasi, melakukan komunikasi dan berkoordinasi kepada bagian lain, meningkatkan kualitas kinerja staf
bagian humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan Komunikasi
Pemerintahan.

Kata-kata Kunci: Fungsi, Humas,Dokumentasi, Komunikasi, Pemerintahan,

FUNCTIONS OF PUBLIC RELATIONS IN IMPLEMENTING GOVERNMENT
COMMUNICATIONS IN THE ENVIRONMENT OF REGIONAL

SECRETARIAT KETAPANG REGENCY

Abstract

This Scription is intended to describe and analyze the function of public relations in implementing government
communications in the environment of Regional Secretariat Ketapang regency. The title of this Scription was
appointed by the identification of the existing problems related to the function of public relations in
implementing of coverage activites and make a documentation about the activities of Local Government in the
Regional secretariat Ketapang regency that not run optimal yet. This research uses descriptive research with
qualitative methods. The conclusion from this research indicate that the function of public relations in
implementing of coverage and documentation related to running the government communications in the regional
secretariat is is not run optimal yet. Public Relations in Regional Secretariat section Ketapang regency should
improve various dimensions, such as determine the issues, program planning, communicating and evaluating
programs so that the public relations department in carrying out its functions can run optimally. The
recommendations that given in this study are, increase the public relations budget, improve facilities and media
tools in implemeting coverage and documentation, communicate and coordinate with the another section,
improve the quality of staff performance in carrying out the public relations activities in coverage and
documentation related to running the government communications.

Keywords: Function, Public Relations, Communications, Government.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan administrasi kehumasan di

lingkungan internal merupakan salah satu

faktor penting dalam usaha pencapaian

tujuan organisasi. Bagian humas dalam

melaksanakan fungsinya perlu memberikan

petunjuk kerja kepada bawahan baik secara

lisan maupun tulisan sesuai dengan

prosedur kerja agar terjalin kerjasama dan

tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Humas perlu membimbing bawahan dengan

cara memberikan petunjuk dan arahan agar

pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan

baik, sesuai dengan program kerja. Menilai

prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil

kerja yang dicapai dan ketentuan yang

berlaku untuk penyempurnaan dan karier

pegawai, melaksanakan pelayanan humas

dan dokumentasi kegiatan pimpinan

pemerintah daerah, sandi dan

telekomunikasi serta “melaksankan

kegiatan peliputan dan dokumentasi ”.

Dalam latar belakang masalah

peneliti ingin menyampaikan beberapa

indikasi-indikasi masalah terkait dengan

fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan beberapa indikasi masalah dan

fenomena yang terlihat pada pengamatan

awal menunjukan, adanya hambatan dalam

melaksanakan kegiatan peliputan dan

dokumentasi  sehingga bagian humas

dalam menjalankan komunikasi

pemerintahan kurang optimal. Indikasi-

indikasi masalah yang sering terjadi seperti

adanya kunjungan kerja bupati yang tidak

terliput sehingga mengakibatkan adanya

informasi yang tidak dapat disampaikan

kepada masyarakat, sehingga membuat citra

pemerintah dimata masyarakat menjadi

kurang baik.

Bagian humas dalam melaksanakan

fungsinya harus mendapat informasi yang

rinci terkait dengan kegiatan pemerintahan,

oleh karena itu tidak adanya kegiatan

peliputan dan dokumentasi yang dilakukan

oleh bagian humas, menyebabkan humas

dalam mengelola informasi untuk

disampaikan keluar lingkungan pemerintah

tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagian

humas, khususnya dalam melaksanakan

kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait

menjalankan komunikasi pemerintahan Di

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

.

3. Rumusan Permasalah

Adapun rumusan permasalahan

yang diambil peneliti ialah : mengapa

bagian humas dalam melaksanakan

kegiatan peliputan dan dokumentasi kurang

optimal terkait melaksanakan komunikasi

pemerintahan di lingkungan seketariat

Daerah ?
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4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi di Seketariat

Daerah Kabupaten Ketapang khususnya di

bagian humas dalam melakukan peliputan

dan dokumentasi terkait melaksanakan

komunikasi pemerintahan di lingkungan

Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang.

5. Manfaat Penelitian

a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu

digunakan sebagai bahan

pertimbangan  atau  masukan

kepada Sekretariat daearah

khusunya bagian humas dalam

melaksanakan komunikasi

pemerintahan di lingkungan

Seketariat Daerah Kabupaten

Ketapang.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan pembelajaran

dan pengaplikasian pada ilmu

pengetahuan, khususnya dalam

bidang Ilmu Pemerintahan.

c) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi tambahan rujukan

bagi penelitian dan juga sebagai

informasi yang dapat di sampaikan

kepada  masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Fungsi Humas

Menurut Cultip-Center (dalam

Morisan, 2010:108) dalam melaksanakan

fungsi kehumasan ada empat langakah

yaitu:

a) Menentukan masalah

b) Perencanaan dan penyusun program

c) Melakukan tindakan dan

berkomunikasi

d) Evaluasi program

2. Fungsi Humas Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Mentri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2011 tentang

pedoman pelaksanaan fungsi kehumasan di

lingkungan kementerian dalam negeri dan

pemerintah daerah, pada Bab III, Pasal (10)

yaitu meliputi : (1) Manajemen hubungan

masyarakat. (2) Hubungan kerja dan

koordinasi antar lembaga. (3) Manajemen

komunikasi krisis. (4) Pelayanan dan

penyebarluasan informasi dan dokumentasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No

21 Tahun 2008 pada pasal 13 Bahwa bagian

humas pemerintahan daerah dalam

menjalankan komunikasi vertikal dan

horizontal dibawah asisten pemerintahan

dilingkungan Sekretariat Daerah, yaitu :

a. Memimpin penyelenggaraan Bagian

Humas berdasarkan pedoman dan

petunjuk kerja yang berlaku;
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b. Menyusun program kerja Bagian Humas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas

agar dapat terlaksana dengan baik;

c. Merumuskan program kerja Bagian

Humas sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman kerja;

d. Menghimpun dan memelihara

peraturan dan perundang-undangan

serta juklak dan juknis yang berkaitan

dengan bidang tugas;

3. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan adalah

merupakan, penyampaian ide, program, dan

gagasan pemerintah kepada masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan negara

Erliana Hasan (2005:65). Aparatur

pemerintah sebagai komunikator

pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah

yakni Ketua Lingkungan sampai dengan

tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu

mengkomunikasikan setiap apa yang ingin

dikomunikasikan tentang komunikasi

pemerintahan.

Selain itu faktor-faktor yang paling

berpengaruh dalam komunikasi

Pemerintahan  juga diungkapkan oleh

Hasan (2005:123), ia menyatakan bahwa:

Faktor-faktor yang paling berpengaruh

dalam karakteristik komunikasi

pemerintahan, dapat  diidentifikasi

sebanyak 5 faktor yang dianggap paling

potensial untuk kelancaran dan efektifitas

komunikasi, yakni mencakup:

a. komunikasi atasan dengan bawahan;

b. komunikasi ke bawah;

c. persepsi atasan mengenai komunikasi

dengan bawahan;

d. komunikasi ke atas;

e. keandalan informasi.

Menurut Erliana Hasan (2014:15)

komunikasi mencakup berbagai aspek dan

unsur-unsur interaksi individu, maka

abstraksi historis komunikasi memberikan

suatu prespektif bahwa pengekangan proses

komunikasi tercemin dari sikap prilaku

penguasa.

Pemerintahan juga merupakan

pranata yang mengatur aktivitas masyarakat

yang didalamnya terdiri dari lembaga

lemabaga pemerintah negara/daerah, dan

untuk melaksanakan aktivitas tersebut pada

intinya dilakukan oleh pejabat dan pegawai

pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai

komunikator akan mendapat kepercayaan

tinggi dari masyarakat apabila memiliki

karakteristik sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya sebagai pengayom

masyarakat sekaligus sebagai motivator,

mediator dan fasilitator pelaksanaan

otonomi daerah (Erliana Hasan, 2014:15).

4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan

metode pendekatan kualitatif yaitu

bertujuan untuk memperoleh gambaran
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secara sistematik mengenai “Fungsi

Hubungan Masyarakat Dalam

Melaksanakan Komunikasi Pemerintah di

Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang”.

Faktual dan akurat mengenai faktor-faktor

serta hubungan dengan fakta. Penelitian

lapangan ini dimaksudkan untuk

memperoleh data dan mengumpulkan data

serta informasi yang diperlukan dari objek

penelitian yang dilakukan secara langsung

maupun tidak langsung guna memperoleh

permasalahan yang diteliti. Dengan

demikian, metode deskriptif merupakan

suatu pendekatan terhadap objek penelitian

guna melihat permasalahan focus

mengidentifikasi masalah pada saat

sekarang berdasarkan apa adanya.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di

Seketariat daearah Kabupaten Ketapang.

Adapun alasan peneliti memilih di

Seketariat tepatnya dibagian Humas karena

menurut pengetahuan selama saya

melakukan praktek pengalaman kerja, di

Kabupaten Ketapang khususnya dibagian

humas dalam menjalankan komunikasi

pemerintahan terdapat banyak kekurangan

fasilitas dan keterampilan pegawai

menjalankan tugas dan fungsi sebagai

humas (public relations), sehingga dalam

menjalankan komunikasi internal

menggunakan  alat media seperti radio,

pamlet, media pers kurang berjalan dengan

baik hal ini dikarenakan minimnya fasilitas

atau anggaran untuk memenuhi kegiatan

kehumasan dalam menjalankan tugas

sebagai melaksanakan komunikasi

pemerintahan dilingkungan seketariat

daerah. Sehingga kegiatan humas dalam

melaksanakan fungsinya belum maksimal

dan masih terdapat banyak hambatan.

6. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa yang

digunakan penulis sebagai informan  dalam

melakukan penumpulan data baik melalui

wawancara, dokumen ataupun observasi.

Penentuan informan kunci ini mewakili

subjek dan objek penelitian sehingga dapat

memberikan keterangan yang berimbang.

Adapun informan atau subjek dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Subjek penelitian ini dilakukan

dilingkungan Seketariat Daerah Kabupaten

Ketapang diantaranya :

a) Kepala sub bagian humas

b) Staf bagian Humas

c) Kepala sub bagian Media Massa

7. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis

menggunakan triangulasi sumber yaitu

dengan menguji kredibilitas serta mengecek

data yang diperoleh dari berbagai sumber

data penelitian. Penulis menggambarkan

berbagai sumber data penelitian dari hasil

wawancara, observasi maupun dokumentasi
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serta mewawancarai lebih dari satu subjek

yang memiliki sudut pandang yang

berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini membahas

tentang bagian humas di Seketariat Daerah

Kabupaten Ketapang dalam menjalankan

fungsinya yaitu melakukan kegiatan

peliputan dan dokumentasi mengenai

kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan komunikasi pemerintahan,

dibawah Asisten I Pemerintah Seketariat

Daerah Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu

dilaksanakan oleh humas untuk

menjalankan program kegiatan dalam

menyususn hasil laporan yang nanti akan

dipertanggung jawabankan bagian humas

kepada pusat tentang hasil laporan dari

setiap kegiatan humas dalam satu tahun.

Humas sebagai manajemen suatu

organisasi sekaligus sebagai pelayan

masyarakat terkait sebagai salah satu

perangkat dalam memberikan sumber

informasi berkaitan dengan pemerintah

daerah kepada masyarakat melalui media

yaitu, media cetak, berosur, media

penyiaran dan lain lain sebagainya, oleh

karena itu humas perlu melaksanakan

kegiatan peliputan untuk diolah dan

disaring lalu disampaikan kepada

masyarakat sebagai bentuk komunikasi

pemerintahan antara pemerintah kepada

masyarakat sesuai dengan yang

diungkapkan oleh, Erliana Hasan (2005:65)

bahwa komunikasi pemerintahan adalah

merupakan penyampaian ide, program, dan

gagasan pemerintah kepada masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan negara.

Aparatur pemerintah sebagai

komunikator yang terdiri dari tingkat bawah

yakni ketua lingkungan sampai dengan

tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu

mengkomunikasikan setiap apa yang ingin

disampaikan tentang hubungan

pemerintahan.

Dalam hal ini humas harus

melaksanakan kegiatan kehumasan demi

menunjang pelaksanaan komunikasi

pemerintahan melalui kegiatan-kegiatan

peliputan dan dokumentasi pemerintahan

daerah, yang dilakukan oleh humas akan

disampaikan kepada publik eksternal yaitu

dari humas  pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai pelayanan publik yang biasa

disebut sebagai public relations yaitu

humas sebagai penghubung antara

komunikasi pemerintah kepada masyarakat,

humas saat ini sangat membutuhkan

dukungan serta fasilitas mengenai alat alat

yang mendukung kegiatan peliputan dan

dokumentasi dalam melaksanakan

fungsinya. Humas dalam melaksanakan

fungsinya harus menentukan masalah
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mengenai hal hal terkait kegiatan peliputan

yang ada di Seketariat Daerah.

Bagian humas dalam melaksanakan

fungsinya sesuai dengan Peraturan  Bupati

No 21 Tahun 2008 Pasal 16 yaitu

menyusun rencana kerja peliputan dan

dokumentasi, serta menyiapkan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

di bidang peliputan dan dokumentasi  di

bawah kepala sub bagian peliputan dan

dokumentasi. Untuk mendiskripsikan

langkah langkah kegiatan humas dalam

melaksanakan kegiatan humas di

Sekretariat Daerah, peneliti menggunakan

teori Cultip-Center-Broom (dalam, Morisan

2010;108) yang membahas empat langkah

sebagai berikut:

(1) Menentukan masalah

Sesuai dengan Peratuaran Bupati No

21 tahun 2008 tentang pelaksanaan humas

melakukan kegiatan peliputan dan

dokumenatsi untuk meliput setiap kegiatan

pemerintah khususnya terkait kegiatan

bupati dalam melaksanakan kunjungan

kerja. Hasil dari peliputan yang telah

dilaksanakan oleh humas dapat langsung

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk

komunikasi pemerintahan yaitu komunikasi

yang dilakukan dari pemrintah kepada

masyarakat, oleh karena itu melalui

perantara humas komunikasi pemerintahan

dapat dilaksanakan setelah melalui proses

dari kegiatan peliputan dan dokumentasi

yang natinya hasil dari pada kegiatan

peliputan dapat di olah dan disaring oleh

humas kemudian dapat di tersampaikan

kepada masyarakat dalam bentuk suatu

informasi berupa Koran,bulletin, dan media

lainya. Oleh karena itu dalam melakukan

suatu kegiatan humas perlu menyiapkan

suatu rencana atau program agar

pelaksanaan kegiatan peliputan dalam

menjalankan fungsinya terkait melakukan

komunikasi pemrintahan dapat berjalan

dengan baik.

(2) Perencanaan dan penyusunan program

Humas sudah melakukan

perencanaan dan mencoba menyusun suatu

program dalam melaksanakan kegiatan

peliputan dan dokumentasi dengan

maksimal sesuai dengan fasilitas yang ada

di bagian humas. Pada saat ini humas sudah

berupaya mengajukan penambahan

anggaran dan beberapa kebutuhan lainya

seperti beberapa kamera dalam

melaskanakan kegiatan kehumasan. Hal ini

semata - mata dibutuhkan oleh humas

dalam menambah keperluan dan kebutuhan

terkait melaksanakan kegiatan  peliputan

dan dokumentasi.

(3) Melakukan tindakan dan berkomunikasi

Humas Pada Pemerintah Daerah

harus professional dalam berkomunikasi hal

ini mengingat bahwa humas adalah

menajemen dalam pelayanan informasi

serta sebagai perantara atau jembatan antara

lembaga pemerintah dan masyarakat dalam

menjelaskan seluruh kegiatan pemerintahan
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daerah khusus terkait pelaksanaan kegiatan

kunjunga kerja bupati yang berkaitan

langsung dengan kepentingan pemerintahan

dan masyarakat. Tindakan humas dalam

melakukan suatu komunikasi merupakan

bentuk dari pada humas dalam menjalin

suatu koordinasi yang dapat melibatkan

setiap aspek pengelolaan media oleh

pemerintah untuk menyampaikan tujuan

tujuan pemrintah kepada masyarakt dalam

bentuk komuniksi pemerintahan, oleh

karena itu kerjasama bagian humas dengan

pihak lain sangat di butuhkan untuk

mempermudah menyampaian informasi.

(4) Evaluasi program.

bagian Humas peliputan dan

dokumentasi mengatakan bahwa dalam

melaksanakan fungsi humas terkait dalam

menjalankan peliputan dan dokumentasi,

humas tetap melaksankan fungsinya secara

profesioanal untuk tetap menjadi corong

pemerintahan dalam memberikan informasi

melalui kegiatan peliputan  kepada

masyarakat. Bagian humas harus tetap

melaksanakan evaluasi program yang

sesuai dengan Peraturan Pemendagri No 13

Tahun 2011 yaitu evaluasi penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian

hasil, kemajuan dan kendala yang

ditemukan penyelenggaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a)

membuat prioritas evaluasi

penyelenggaraan kegiatan kehumasan, (b)

melakukan evaluasi pada sumber data dan

kebijakan kegiatan penyelengaraan

kehumasan, (c) menganalisa dokumen

kegiatan dengan hasil kegiatan dan

membuat rekomendasi atas hasil analisa

kegiatan penyelengaraan kehumasan.

D. PENUTUP

a) Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai fungsi

Bagian Humas dalam melaksanakan

komunikasi pemerintahan di lingkungan

Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang

peneliti membahas tentang fungsi humas

dalam melaksanakan fungsinya yaitu

mengenai kegiatan peliputan dan

dokumentasai kepada tiap bagian yang

dibawahi oleh Asisten I pemerintahan. Hal

ini dilakukan oleh bagian humas untuk

meliput kegiatan, yang berkaitan dengan

kegiatan Pemerintah Daerah.

1. Menetukan Masalah

Bahwa dalam menentukan masalah

bagian humas Pemerintah Daerah

Kabupaten Ketapang sudah melaksanakan

kegiatan, tetapi kegiatan tersebut tidak

berjalan mulus dikarenakan bagian humas

hanya memperoleh anggaran yang sangat

minim untuk melaksanakan kegiatan

peliputan dan dokumentasi serta kegiatan

penting lainnya yang dilakukan oleh bagian

humas. Akibat minimnya anggaran yang
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diberikan kepada bagian humas

menyebabkan humas dalam melaksanakan

fungsinya kurang maksimal. Dalam hal ini

bagian humas telah menentukan masalah

untuk mengetahui permasalahan yang

dihadapi oleh bagian humas sehingga

humas dalam memanfaat anggarannya

sebisa mungkin untuk tetap menghemat

agar dapat memfasilitasi kegiatan humas

dalam satu tahun.

2. Perencanaan dan Penyusunan

Program

Bahwa dalam perencanaan dan

penyusunan program bagian humas

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

telah melakukan perencanaan dalam

pengajuan alat-alat media, diantaranya

ialah, kendaraan oprasional, computer,

camera, handycam serta mencoba membuat

website, untuk lebih memaksimalkan

pelaksanaan fungsi kehumasan terkait

melakukan kegiatan peliputan dan

dokumentasi. Bagian humas juga membuat

tim dalam rangka untuk lebih meningkatkan

kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan

kegiatan peliputan dan dokumentasi.

3. Melakukan Tindakan dan

Berkomunikasi

Bahwa bagian humas Pemerintah

Daerah Kabupaten Ketapang dalam

menjalankan fungsinya telah melakukan

tindakan dan berkomunikasi sebagai bentuk

koordinasi yang dilakukan oleh bagian

humas kepada bagian lain untuk

mempelancar pelaksanaan kegiatan

peliputan dan dokumentasi. Tindakan dan

berkomunikasi yang dilakukan oleh bagian

humas harus sesuai dengan prosedur

peraturan Bupati No 21 Tahun 2008.

Tindakan dan komunikasi melalui

koordinasi yang dilakukan bagian humas

kepada bagian lain dilakukan agar

komunikasi dalam melaksanakan kegiatan

peliputan dan dokumentasi dapat berjalan

dengan baik.

4. Evaluasi Program

Bahwa bagian humas selalu

melaksanakan evaluasi program pada akhir

tahun kinerja, hal ini dilakukan oleh bagian

humas agar lebih meningkatkan kinerja

dalam melaksanakan penyusunan

perencanaan program yang selama ini

belum terlaksana atau yang sudah

terlaksana. Evaluasi yang dilakukan seperti

; evaluasi kinerja humas terkait peliputan,

evaluasi terkait koordinasi yang dilakukan

humas kepada bagian lain, evaluasi terkait

anggaran humas. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui hasil akhir laporan kinerja,

fasilitas dan anggaran bagian humas dalam

melaksanakan fungsinya selama satu tahun

kinerja, apakah kegitan yang dilakukan oleh

bagian humas Pemerintah Kabupaten

Ketapang sudah berjalan dengan baik atau

belum. Evaluasi yang dilakukan menjadi

tolak ukur permasalah yang selama ini

menjadi hambatan humas dalam

melaksanakan kegiatan peliputan dan
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dokumentasi di lingkungan Seketariat

Daerah Kabupaten Ketapang dalam

melaksanakan komunikasi pemerintahan.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan penulis, ada

beberapa masukan atau saran kepada pihak

bagian Humas Seketariat Daerah Kabupaten

Ketapang dalam melaksanakan fungsinya

yaitu menjalankan kegiatan peliputan dan

dokumenatsi dalam melaksanakan

komunikasi Pemerintahan sesuai yang telah

ditentukan, yakni :

1) Bagian humas Pemerintah Daerah

Kabupaten Ketapang dalam

melaksanakan fungsinya perlu

mengajukan menambah anggaran

sebesar 3 Miliyar kepada Bupati terkait

APBD Kabupaten Ketapang, agar

bagian humas dalam menjalankan

fungsinya  lebih optimal terkait

melaksanakan kegiatan peliputan dan

dokumentasi.

2) Perencanaan dan penyusunan program

seperti, pembuatan website,

penambahan tim kegiatan peliputan,

penambahan fasilitas camera,

handycame, computer, dan kendaraan

oprasional harus terlaksana agar humas

Pemerintah Daerah Kabupaten

Ketapang dalam menjalankan

fungsinya lebih efektif.

3) Tindakan dan komunikasi harus lebih

sering dilakukan oleh bagian humas

Pemerintah Daerah Kabupaten

Ketapang untuk mendapatkan

informasi mengenai kegiatan

pemerintah daerah yang dilakukan oleh

bagian lain.

4) Bagian humas harus melakukan

evaluasi dalam memperbaiki setiap

kegiatan peliputan dan dokumentasi,

agar bagian humas mengetahui kendala

dan masalah yang sering terjadi dalam

melaksanakan kegiatan kehumasan.
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